PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KAWASAN KARST DI KABUPATEN MAROS by -, ZULHARMAN
 
 
                  SKRIPSI 
 
 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI 
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KAWASAN KARST  
DI KABUPATEN MAROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
OLEH : 
ZULHARMAN 
B 111 10 449 
 
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017
i 
 
HALAMAN JUDUL 
 
 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI DALAM UPAYA 
PERLINDUNGAN KAWASAN KARST DI KABUPATEN MAROS 
 
 
 
 
 
 
OLEH : 
 
ZULHARMAN 
B111 10 449 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi 
Program Sarjana Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017 
 
 
ii 
 
 
 
  
iii 
 
  
iv 
 
  
v 
 
ABSTRAK 
Zulharman (B11110449) “Penegakan Hukum Lngkungan Dalam 
Upaya Perlindungan Kawasan Karst di Kabupaten Maros. (Penulsan 
skripsi ini dibimbing oleh Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si, selaku 
Pembimbing I dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H, selaku Pembimbing II 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum 
lingkungan administratif dalam upaya perlindungan kawasan karst di 
Kabupaten Maros, serta untuk mengetahui Faktor-faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif dalam upaya 
perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, tepatnya pada 
kantor Bupati Maros dan di kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah 
Kabupaten Maros serta instansi yang terkait dengan masalah penelitian 
ini. Penulis memperoleh data dengan melakukan beberapa wawancara 
dengan narasumber, serta mengambil data yang relevan dengan 
penelitian, yaitu literatur, karya ilmiah, jurnal, buku-buku, serta peraturan 
perundangan yang berkaitan dengan masalah terkait.  
 
Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis 
selama penelitian, maka hasil didapatkan adalah antara lain: (1) 
Penegakan hukum lingkungan admnistratif dalam upaya perlindungan 
kawasan karst kabupaten maros meliputi pengawasan serta pemberian 
sanksi administratif. Pengawasan serta pemberian sanksi administrasi 
terhadap kawasan karst Maros di lakukan oleh Bupati dengan 
berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri. Dalam hal pengawasan, 
Bupati melimpahkan kewenangan kepada dinas dan instansi terkait dalam 
hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Maros yang kemudian 
disingkat BLHD Kabupaten Maros. (2) Dalam hal penegakan hukum 
lingkungan administrasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum lingkungan administarsi dalam upaya perlindungan 
Kawasan Karst di Kabupaten Maros, yakni : Faktor hukum, Faktor 
Penegak Hukum, Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung 
Penegakan hukum, Faktor Masyarakat serta Faktor Kebudayaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap 
dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup 
lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. 
Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia 
bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu 
tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan 
membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan 
interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan 
ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana 
lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan 
secara terpisah.1 
Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup dengan segala 
keseimbangan yang ada didalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat 
berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia.Oleh karena itu 
sumberdaya alam dan lingkungan hidup pun harus dilindungi. Namun 
sayangnya kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia masih kerap 
                                                          
1 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadja Mada University Press,  Yogyakarta, 
2000, hlm 4. 
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terjadi, salah satunya adalah pengrusakan terhadap kawasan Karst yang 
ada di beberapa daerah di Indonesia. 
Kawasan Karst merupakan ekosistem yang terbentuk dalam kurun 
waktu ribuan tahun, tersusun atas batuan karbonat 
(batukapur/batugamping) yang mengalami proses pelarutan sedemikian 
rupa hingga membentuk kenampakan morfologi dan tatanan hidrologi 
yang unik dan khas. 
Indonesia memiliki wilayah karst seluas 154.000 km persegi yang 
tersebar dari Aceh hingga Papua. Salah satunya terletak di Propinsi 
Sulawesi Selatan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Maros,Kabupaten 
Pangkep, Kabupaten Baru dan Kabupaten Bone dengan luas mencapai 
43.750 Ha2.  yang telah dikenal secara internasional sebagai kawasan 
Karst terbesar Kedua di dunia. 
Karst Maros-Pangkep memiliki potensi yang luar biasa bagi 
penunjang kehidupan manusia, berdasarkan sifat fisiknya, kawasan karst 
memiliki fungsi utama sebagai akuifer air yang memenuhi air baku bagi 
ratusan ribu masyarakat yang hidup di dalamnya, kawasan ini juga 
berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem regional.3 
Dari hasil survey yang dilakukan oleh Tim Laboratorium Ekologi 
Toulouse, Prancis dan Meseum Zoologi Bogor sejak tahun 1990 diperoleh 
data bahwa Kawasan Karst Maros Pangkep adalah kawasan Karst 
                                                          
2Alamendah.org/2009-Karst Maros Pangkep terluas kedua di dunia.Diakses tanggal 12 Januari 
2016. 
3A.B. Rodhial Falah & Akhmad Zona Adiardi – Acintyacunyata Speleological Club Dalam Kemah 
Konservasi Bksda Propinsi Yogyakarta 26 – 27 November 2011. 
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terbesar kedua di dunia setelah Beijing, cina, yang menurut para ahli 
merupakan formasi tower karst terindah didunia, banyak memiliki goa-goa 
bawah tanah dan banyak meninggalkan situs purbakala dan memiliki 
sumber air yang sangat besar dan menjadi tumpuan masyarakat 
setempat. Setidaknya, kawasan karst menara ini mempunyai sekitar 284 
spesies tumbuhan, 103 jenis kupu-kupu yang diantaranya merupakan 
spesies endemic, dan 29 goa yang memiliki lukisan purbakala. Dan 
terdapat pula beberapa system hidrologi yang terpisah satu sama lainnya, 
selain itu terdapat 237 gua yang tersebar dan 36 diantaranya telah 
dilakukan pengamatan terhadap jenis fauna yang ada di gua tersebut.4 
Adapun beberapa manfaat dan fungsi Kawasan Karst yang 
menjadi alasan pentingnya pelestarian kawasan karst, dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1. Kawasan Karst Sebagai Akuifer Air Alami 
2. Kawasan Karst Sebagai Hunian Fauna Pengendali Hama 
3. Kawasan Karst Sebagai Pengendali Banjir 
Namun demikian, kawasan karst merupakan kawasan yang 
sangat rentan terhadap perubahan. Aktivitas manusia menjadi ancaman 
terbesar terhadap kelestarian fungsi ekologi karst. Hilangnya fungsi 
ekologi karst merupakan bencana bagi kehidupan manusia yang mustahil 
                                                          
4 Suhardjono dan Yuyuk.R, 2007,  Laporan teknik, Inventarisasi dan Karakterisasi Biota Karst dan 
Gua Pegunungan Sewu dan Sulawesi Selatan Proyek 212 Bidang Zoologi (Meseum Zoologicum 
Bogoriense) Pusat Penelitian Biologi-LIPI.Bogor, 2006   
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untuk dihindarkan. Beberapa dampak buruk yang akan mucul seiring 
dengan hancurnya kawasan karst antara lain sebagai berikut : 
1. Kemiskinan keanekaragaman hayati pada kawasan karst setempat 
dan lingkungan non-karst dalam radius pencemaran udara akibat 
polutan. 
2. Punahnya beberapa spesies yang khas yang memiliki habitat di 
kawasan karst. 
3. Kerusakan bentukan-bentukan alam yang unik, rusaknya situs 
arkeologi dan budaya yang merupakan situs purbakala yang akan 
rusak bersamaan dengan hancurnya kawasan karst. 
4. Lenyapnya pemandangan yang indah. 
5. Rusaknya tatanan air (sumber air karst berkurang dan tercemar). 
6. Tercemarnya lingkungan hunian penduduk oleh debu dan suara alat 
berat. 
7. Terganggunya kesehatan oleh polutan industri. 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan kawasan karst memang 
menjadi salah satu permasalahan lingkungan di Indonesia terkhusus di 
kawasan Maros-Pangkep saat ini. Sebagai daerah yang kaya akan 
sumber daya alam, batu gamping di kawasan karst memiliki potensi 
sebagai bahan tambang untuk industri yang bermanfaat bagi 
pembangunan. Akan tetapi di sisi lain, selain manfaatnya sebagai 
kawasan peruntukan pertambangan, kawasan bentang alam karst juga 
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merupakan bagian dari kawasan lindung geologi yang memiliki manfaat 
lain seperti yang telah dipaparkan diatas.  
Kedua fungsi yang dimiliki kawasan tersebut menjadi 
permasalahan di masyarakat, yaitu antara kebutuhan ekonomi bagi 
masyarakat yang memanfaatkan tambang dengan kelestarian lingkungan 
bagi masyarakat yang memandang karst sebagai kawasan yang perlu 
dilestarikan. 
Dalam tulisan ini, penulis juga memaparkan beberapa pedoman 
pembahasan lingkungan karst yang dihasilkan dari Simposium Nasional 
Lingkungan Karst di Jakarta pada tanggal 28-29 Juni 1985, Yaitu : 
1. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup telah 
memberi petunjuk bahwa setiap uraian lingkungan harus 
berdasarkan petunjuk bahwa setiap uraian lingkungan harus 
berdasarkan wawasan. Wawasan merincikan jenis, taraf (tingkat) 
dan mutu lingkungan. Jenis dalam pembahasan tersebut adalah 
dari bentangan alam karst, taraf nasional dan mutu yang menjadi 
persetujuan bersama adalah tinggi dan mantap pada masa kini dan 
dimasa mendatang. 
2. Bentukan alam karst ternyata langka dimuka bumi ini, termasuk 
Indonesia terbentuk terutama dari batu gamping pada 
perkembangan dibawah pengaruh gaya grafitasi bumi, iklim, waktu 
dan jasad. 
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3. Manusia memandang daerah karst dengan aneka ragam daya 
guna lingkungan hidup sosial, ekonomi dan teknologi. Tiga aspek 
ini dapat saling mendukung atau bertentangan. Untuk mencegah 
atau meminimalisir pertentangan, maka tercipta berbagai pedoman, 
petunjuk dan panduan tata laksananya. 
4. Yang makin menjadi langka adalah karst bercirikan system rongga 
(gua) yang mendukung kehidupan berbagai jasad, menampung air 
hujan (akuifer), menyokong lingkungan hidup dan hutan dengan 
berbagai jenis tumbuhan, satwa liar yang terancam menjadi langka 
atau punah dari muka bumi ini. 
5. Ada daerah karst yang mengandung berbagai bahan endapan 
berguna untuk industry bahan bangunan, kimia dan usaha lain, 
sehingga menarik untuk menggalinya. Kegiatan ini dapat 
menimbulkan gangguan lingkunganhidup, tumbuhan, satwa dan 
manusia itu sendiri. 
6. Lingkungan karst menjadi rawan antara lain berhubung dengan 
daya dukung tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia 
menurun. Dalam system subsistensi berarti bahwa tanah sebagai 
unsur penentu produksi pangan tidak mampu memenuhi kebutuhan 
pangan manusia, keluarga dan masyarakat. Hal tersebut dapat 
lestari selama tanah mendapat istirahat untuk memulihkan 
kesuburannya, berarti kemampuan menyediakan lingkungan hidup 
yang sehat untuk pertumbuhan tanaman pangan dan sandang. 
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7. Berbagai usaha telah berlangsung untuk menghilangkan kesulitan 
tersebut, salah satunya adalah pemukiman di tanah kosong, yang 
berkemampuan rendah menyediakan zat hara dan air untuk 
pertumbuhan tanaman penghasil bahan baku sandang, papan dan 
pangan yang rendah atau lamban, artinya tanah yang umumnya 
menimbung kesuburannya dalam biomas dan bercadangan rendah 
zat hara. Cadangan zat hara tinggi terdapat pada abu volkan layak 
pemukiman penduduk pertanian dan belum berpenduduk padat 
sudah menjadi atau akan segera menjadi langka, bilamana mental 
subsisten tersebut masih menguasai masyarakat. 
8. Mental subsisten merupakan suatu gejala anakhornisme, 
bertentangan dengan perkembangan masyarakat berketahanan 
tinggi bertekad untuk membangun masa depan yang aman dan 
sentosa. 
9. Zaman purba dimana manusia masih langkah dan tanah masih 
kosong, jumlah anak dan luas garapan menjadi ukuran tingkat 
kemakmuran. Mutu manusia dan masyarakat masih berberanan 
kecil. Zaman modern dengan saingan memperoleh kemakmuran 
dan jaminan keamanan makin tajam, mutu manusia, terutama segi 
mentalnya menjadi penentu utama. 
 Berdasarkan pengamatan penulis menunjukkan bahwa 
perlindungan kawasan bentang alam karst di Indonesia dan terkhusus di 
kawasan Maros-Pangkep  belum memiliki perangkat dan kekuatan hukum 
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perlindungan yang memadai, berbagai cara memang telah diupayakan 
oleh pemerintah termasuk dengan memperbaiki instrumen-instrumen 
hukum terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Salah satu produk 
hukum yang telah disahkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang 
nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup.Undang-Undang yang mulai berlaku sejak Oktober 2009 dan 
tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140 ini menggantikan peran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini diyakini memiliki tingkat 
kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997,ini dikarenakan masih 
banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1997 tersebut. salah satunya adalah pada konteks penyelesaian 
masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, tentang 
bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman 
pidana terhadap para pelanggarnya.  
Sebagai hukum fungsional, Undang-Undang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UUPLH) menyediakan tiga macam penegakan hukum 
lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Di 
antara ketiga bentuk penegakan hukum tersedia, penegakan hukum 
administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting, hal ini 
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karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya 
mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.5 
Namun yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana 
proses penerapan aturan dan penegakan hukumnya, mengingat suatu 
aturan ketika tidak diiringi dengan aparat yang menerapkan aturan-aturan 
yang telah disusun dalam suatu Undang-Undang hanya akan menjadi 
tumpukan kertas yang tak bernilai apa-apa, sehingga menurut penulis 
dianggap sangat perlu adanya penegakan aturan yang betul-betul dapat 
mencegah dan memberikan efek jera bagi pelanggarnya termasuk pada 
perlindungan terhadap kawasan karst. Untuk itu penulis merasa perlu 
melakukan penelitian tentang Penegakan Hukum Lingkungan 
Administratif Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Karst yang 
mengambil lokasi penelitian di kawasan karst Kab. Maros. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis memberikan 
batasan dalam lingkup perlindungan karst agar lebih terarah dalam 
memaparkan uraian pembahasan, akan dirumuskan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan adminstratif dalam 
upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros ? 
                                                          
5 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Di IndonesiaI, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 
92. 
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2. Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan 
administratif dalam upaya perlindungan kawasan karst di 
Kabupaten Maros? 
C.Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan administratif 
dalam upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros. 
2. Untuk mengetahui  Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 
hukum lingkungan administratif dalam upaya perlindungan kawasan 
karst di Kabupaten Maros. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi 
pemerintah setempat agar lebih meningkatkan perannya sebagai 
pihak yang berwenang dalam mengembangkan dan melestarikan 
sumber daya alam yang ada di daerahnya.  
2. Sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas 
Hukum, rekan-rekan pencinta alam serta pihak yang berkompoten 
dan ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan 
terhadap Kawasan Karst di Kabupaten Maros.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penegakan Hukum Lingkungan 
1. Pengertian dan Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan 
Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum 
yang memiliki kekhasan yang menurut Drupsteen disebut sebagai bidang 
hukum fungsional yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum 
administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu 
penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau 
penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan 
hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan 
memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan 
perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan instrumen dan 
sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga 
oleh warga atau badan hukum perdata. Gugatan Tata Usaha Negara 
merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh 
warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat 
pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara 
formal atau materiil bertentangan peraturan perundang-undangan 
lingkungan. Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat 
dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah pengguna instrumen hukum 
perdata, yaitu gugatan perdata dapat dilakukan oleh warga, badan hukum 
perdata dan juga instansi pemerintah. Namun, jika dibandingkan diantara 
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ketiga bidang hukum, sebagian besar norma-norma hukum lingkungan 
termasuk kewilayah hukum administrasi negara.6 
2. Sarana Penegakan Hukum Lingkungan Administratif 
Sarana adminstratif dapat bersifat preventif dan bertujuan 
menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya : 
UU,PP, Keputusan Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur, 
Keputusan Wali Kota, dan sebagainya. Penegakan hukum lingkungan 
dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan 
perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), 
dan sebagainya. Disamping pembinaan berupa petunjuk dan panduan 
serta pengawasan administratif, kepada pengusaha dibidang industri 
hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep ”Pollution Perevention Pays” 
dalam proses produksinya. 
Sarana admintratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan 
pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan 
bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya 
pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh 
penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan 
lingkungan administratif terutama ditujukan kepada perlindungan 
kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. 
Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah : 
 
                                                          
6 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers,2014,hlm 207-208 
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a) Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (Bestuursdwang). 
Paksaan pemerintah biasa disebut dalam bahasa Belanda 
bestuursdwang. Sebenarnya sebelum dikenakan paksaan pemerintahan 
itu, “pemeliharaan hukum” dapat berupa larangan untuk meneruskan 
suatu kegiatan. Pelanggar dapat diperingati agar berbuat sesuai dengan 
izin dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi administratif lain yang lebih 
keras seperti uang paksaan dan yang paling keras adalah pencabutan izin 
usaha. Perlu diperhatikan, bahwa uang paksa belum dikenal di Indonesia 
sebagai sanksi administratif, tetapi dimasukan dalam sebagai sanksi 
perdata.  
b) Uang paksa (Publiekrechtelijke dwangsom) 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, uang paksa tidak 
dimasukkan sebagai sanksi administrtif, tatapi menjadi sanksi perdata. 
Jadi, masih perlu diperkenalkan dalam undang-undang sektoral yang 
mengatur lingkungan.  
Uang paksa dipungut oleo juru sita berdasarkan hukum acara 
perdata. Perintah pembayaran harus lebih dahulu dikeluarkan oleh 
pejabat administrasi. 
Perintah ini dapat dilawan kepada hakim perdata. Perlawanan 
menunda pelaksanaan pembayaran secara otomatis. Di dalam undang-
undang perlindungan tanah disebut juga semacam uang paksaan yang 
maksudnya menjadi alternatif penerapan paksaan administratif. 
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c) Penutupan tempat usaha (Sluting van een inrichting) 
d) Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitengebruikstelling van 
een toestel) 
e) Tuntutan melalui peradilan tata usaha negara. 
Untuk menentukan kapan suatu kasus dapat diajukan kepada hakim 
perdata atau hakim tata usaha negara, ada beberapa patokan patokan 
yang digunakan oleo pakar hukum tata usaha negara  Thorbecke 
memakai kriteria pokok perkara (geschilpunt fundamentum petendi). Jika 
fundamentum petendi terletak dibidang hukum privat, hakim biasa 
(peradilan umum) yang berwenang mengadili. Sebaliknya bilamana 
fundamental petendi terletak di bidang hukum publik, peradilan tata 
usahalah yang berwenang mengadili. 
Pakar lain yang membuat patokan adalah Buys seorang profassor 
Belanda juga memakai patokan “pokok perselisihan”.  Menurut Utrecht, 
pendapat Buys yang diterima umum sekarang, yang dibatalkan oleo 
hakim bukan perbuatan pemerintah tetapi pernyataan pernyataan 
keputusan pemerintah tersebut tidak mengikat. 
Sudah jelas bahwa suatu keputusan administrasi tata usaha negara 
khususnya dalam pemberian izn penutupan perusahaan yang 
menyangkut lingkungan dapat diajukan keypad hakim tata usaha negara 
jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Harus berupa penetapan; 
2. Harus tertulis; 
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3. Yang mengeluarkan harus badan atau pejabat tata usaha 
negara; 
4. Berisi tindakan hukum 
5. Ada dasar hukumnya dalam perundang-undangan 
6. Konkret, jadi bukan yang abstrak; 
7. Individual, bukan keputusan yang bersifat umum 
8. Final, jadi bukan yang sementara; dan 
9. Menimbulkan akibat hukum      
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan 
1. Pengertian Perlindungan 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari 
kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, 
mempertahankan,dan membentengi sedangkan konservasi berarti 
konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur 
kata perlindungan : 
a. Melindungi ; menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, 
memelihara, merawat, menyelamatkan. 
b. Perlindungan ; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal 
(perbuatan) memperlindungi 
c. Pelindung ; orang yang melindungi, alat yang melindungi 
d. Terlindung ; tertutup oleh sesuatu hingga tidak terlihat. 
e. Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan. 
f. Memperlindungi; menjadikannya atau menyebabkannya berlindung. 
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g. Melindungkan : membuat diri berlindung. 
Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk 
pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hokum atau 
aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun 
mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan 
kekerasan dari pihak manapun. 
Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 
diberikan terhadap subyek hokum bersifat preventif maupun yang bersifat 
represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain 
perlindungan hokum sebagai suatu gambaran dari fungsi hokum, yaitu 
konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 
kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 
2. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 
Di Indonesia Undang-Undang yang menjadi perangkat kebijakan 
public pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan public itu 
sendiri.UUPPLH merupakan perangkat hokum bagi kebijakan public atau 
pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika 
dalam UULH 1982 dan UULH 1997 memuat pula sasaran disamping asas 
dan tujuan dari pengelolaan lingkunga hidup, UUPLH hanya memuat asas 
dan tujuan. 
a. Asas 
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Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPLH 
didasarkan pada 14 asas, yaitu : (a) tanggung jawab Negara, (b) 
kelestarian dan berkelanjutan, (c) keserasian dan keseimbangan, (d) 
keterpaduan, (e) manfaat, (f) kehati-hatian, (g) keadilan, (h) ekoregion, (i) 
keaneka ragaman hayati, (j) pencemar membayar, (k) partisipatif, (i) 
kearifan local, (m) tata kelola pemerintahan yang baik, (n) otonomi daerah. 
 UUPPLH memuat lebih banyak asas dibandingkan UULH 1997 
yang hanya memuat tiga asas pengelolaan lingkungan hidup, yaitu asas 
tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat. 
Pengertian atau makna dari ketiga asas ini tidak ditemukan dalam UULH. 
Dalam UULH 1982 pengelolaan lingkunga hidup “berdasarkan 
pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk 
menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan 
kesehteraan manusia”. 
b. Tujuan 
Pasal 3 UUPPLH memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, yaitu : (a) melindungi wilayah kesatuan republic 
Indonesia; (b) menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan 
manusia, (c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan 
kelestarian ekosistem; (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
(e) mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan 
hidup; (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan 
generasi masa depan; (g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak 
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atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; (h) 
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; (i) 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan; (j) mengantisipasi isu 
lingkungan global. Konsep-konsep yang terkandung dalam tujuan ini 
tampaknya ada kesesuaian dengan asas-asas yang tercantum dalam 
pasal 2. 
c. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
Keanekaragaman sumber daya alam hayati dalam arti jenis, jumlah, 
dan keunikannya mempertinggi sistem pendukng kehidupan.Oleh karena 
itu, perlindungan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya melalui hukum sangat penting. 
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang dimaksud 
dengan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang 
terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuh-tumbuhan) dan sumber 
daya alam hewani (satwa) yang bersama unsure nonhayati disekitarnya 
secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan konservasi 
sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati 
yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin 
kesenimbangunan persediaannya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. 
a. Pengelolaan Bentuk Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya. 
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Secara umum bentuk konservasi dapat dibedakan atas 2 (dua) 
golongan yaitu : 
a) Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang 
dilakukan dalam habitat aslinya. Konservasi in situ  mencakup kawasan 
suaka alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan kawasan 
pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman 
Wisata Alam)7 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang dimaksud 
dengan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan 
alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau 
ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya 
berlangsung secara alami. 
Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai cirri 
khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang 
kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 
Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai 
ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk 
tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 
parawisata, dan rekreasi. 
Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi 
tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau 
bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penlitian, ilmu 
                                                          
7 Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 1999, hlm.186 
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pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, parawisata dan 
rekreasi. 
Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama 
dimanfaatkan untuk parawisata dan refrensi alam. 
b) Konservasi ek situ yaitu kegiatan konservasi flora/fauna yang 
dilakukan diluar habitat aslinya. Konservasi eksitudilakukan oleh lembaga 
konservasi, seperi kebun raya, arbetrum, kebun binatang, taman safari, 
dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa. 
Menurut Pasal 5 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990, Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dilakukan melalui kegiatan : 
1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. 
Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu prose salami dari 
berbagai unsure hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan 
hidup makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi 
terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan 
manusia. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha 
dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian 
sungai, danau, jurang, dan goa-goa alam, pengelolaan daerah aliran 
sungai (DAS), perlindungan terhadap gejalah keunikan dan keindahan 
alam, hutan mangrove dan terumbu karang.8 
                                                          
8 Muhammad Erwin,op,cit., hlm 151 
21 
 
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 
ekosistemnya. 
Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari  unsur-unsur 
hayati dan non-hayati yang sangat berkaitan dan saling pengaruh-
mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan 
unsure yang lainnya. Agar masing-masing unsur dapat berfungsi dan siap 
sewaktu-waktu dimanfaatkan untukkesejahteraan manusia, maka perlu 
diadakan kegiatan konservasi dengan melakukan pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya. 
Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati pada hakikatnya 
merupakaan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber 
daya atau hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga 
ekosistemnya. 
b. Kegunaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
Kegunaan konservasi sumber daya alam diwujudkan dengan : 
a) Terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang berarti upaya 
konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi 
tidak rusak. 
b) Terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan 
alam, yang berarti gangguan-gangguan yang dialmi flora fauna dan 
ekosistemnya pada khususnya serta  sumber daya alam pada 
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umumnya yang menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun 
penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut. 
c) Terhindarnya makhluk hidup yang langkah maupun yang tidak dari 
kepunahan, yang berarti gangguan-gangguan penyebab turunnya 
jumlah dan mutu makhluk hidup bila terus dibiarkan tanpa adanya 
upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju 
kepunahan bahkan punah sama sekali. Dengan demikian upaya 
konservasi merupakan upaya pengawetan dan pelestarian plasma 
nutfah, yaitu flora dan fauna. 
d) Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun 
makro, yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat 
antar mahkluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan 
lingkungannya. 
e) Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yang berarti 
upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora dan 
fauna merupakan penunjang budi daya, sarana untuk mempelajari sifat, 
potensi maupun penggunaan flora dan fauna. 
f) Mampu memberi kontribusi terhadap keparawisataan yang berarti 
kawasan-kawasan konservasi dengan ciri-ciri dan objeknya yang 
karakteristik merupakan kawasan yang menarik sebagai sarana 
rekreasi atau wisata alam. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Karst 
1. Pengertian Karst 
Karst berasal dari kata Slavia KRS yang berarti “batu”, dan karst 
yang juga merupakan nama geografis suatu daerah batu gamping di 
distrik Dinaric Alps, sebelah barat dekat pantai laut Adriatic di Yugoslavia, 
Kawasan Karst adalah suatu kawasan yang mempunyai karakteristik relief 
dan drainase yang khas, terutama disebabkan oleh derajat pelarutan 
batuan-batuannya didalam air yang lebih tinggi dari kawasan lain. 
Karakteristik tersebut muncul di permukaan (eksokarst) , maupun di 
bawah permukaan (endokarst)  dari kawasan karst itu9. 
Karst atau dalam bahasa inggris dan jerman disebut “karst” atau 
carso dalam bahasa Itali, kras dalam bahasa Slovenia, disebut juga 
“curring”. Dalam kamus bahasa Inggris (Webste’r Third New International 
Dictionary, 1986), kawasan karst diuraikan sebagai berikut : 
“………. Is a limestone resioon which is marked by sinks, abrupt, 
ridges, irregular protuberant rocks, caveros and underground streams” 
 
                                                          
9 Ernest Loffler, Geomorfologi Of Papua New Guinae, The Commontwealth Scientific 
and Indusrtial Research Organitation and Australian National University Press, 
Canberra, 1997, disadur pada Diktat Mahitala, Materi Caving, Hal.4-6  
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Artinya : “suatu kawasan batu gamping yang ditandai oleh adanya 
cekungan, lereng terjal, tonjolan bukit berbatu (gamping) tak beraturan, 
bergua dan bersungai bawah tanah”.10 
Kawasan karst adalah istilah bagi bentang alam permukaan yang 
berkembang pada batuan karbonat akibat proses karstifikasi. Batuan 
karbonat sebelumnya merupakan batuan sedimen yang terbentuk secara 
kimia.Batuan karbonat sebelumnya merupakan koloni beberapa jenis 
binatang dan tumbuhan yang tumbuh diperairan laut dangkal. Koloni 
binatang dan tumbuhan itu mati dan membentuk batu gamping, karena 
proses geologi, batuan tersebut terangkat kepermukaan.11 
Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, pada 
Bab I, Ketentuan Umum, pasal 1 menyatakan bahwa : 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
a) Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada 
batu gamping dan/ atau dolomit. (Ayat 1) 
b) Kawasan Bentang Alam Karst adalah Karst yang menunjukan bentuk 
eksokarst dan endokarst tertentu. (Ayat 2) 
c) Bukit Karst adalah bukit dengan bentuk kerucut (conical), membulat 
(sinusoida), menara (tower), meja (table), dan/atau bentukan lainnya. 
(Ayat 4) 
                                                          
10  R.K.T.Ko, Pedoman Ringkas Etika dan Kewajiban Perlengkapan Untuk Penelusur gua, 
makalah. 
11Hanang Samodra, Melindungi Goa dengan Cerita Mistik, Kompas 19 April, Jakarta 
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2. Pengelolaan Potensi Kawasan Karst 
Usaha konservasi sumber daya alam lebih ditekankan pada 
perlindungan jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan tanpa memperhatikan 
tempat tumbuhnya serta faktor-faktor lingkungan lainnya yang dapat 
mempengaruhi kehidupannya. Dalam usaha konservasi selanjutnya, 
pemerintah menggunakan cara pendekatan konservasi sistem 
persekutuan alam hayati dan lingkungannya secara menyeluruh atau 
ekosistem sehingga kelestarian semua alaminya akan lebih terjamin. 
Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada 
Pasal 3 tujuan konservasi sumber daya alam hayati serta keseimbangan 
ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan. 
Dalam upaya perlindungan karst sebagai salah satu sumber daya 
alam yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable natural resources), 
setidaknya dalam beberapa puluh generasi mendatang, pihak terkait telah 
berupaya semaksimal mungkin agar bagaimana upaya konservasi itu 
dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan tujuan pengelolaan dan 
pemanfaatan kawasan karst sebagai prioritas utama dalam mendukung 
tata kehidupan masyarakat agar pembangunan dapat terus dilaksanakan. 
D. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Kawasan Karst 
Kebijakan khusus untuk pengelolaan dan perlindungan sumber daya 
alam khususnya kawasan karst secara terpadu belumlah cukup, namun 
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beberapa sector telah mengaturnya didalam berbagai bentuk 
kebijaksanaan sektoral yang tidak tertutup kemungkinan berbenturan 
dengan kepentingan sektor lain. 
Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut kebijakan 
terhadap pengelolaan Air Tanah, Gua dan Karst sebagai berikut : 
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 1 ayat (2) menyatakan : 
“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. 
 
Pasal 3 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan : 
a) Melindungi wilayah Negara kesatuan republik Indonesia dari 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 
c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 
ekosistem; 
d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan 
hidup; 
f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa 
depan; 
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g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 
sebagai bagian dari hak asasi manusia; 
h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 
i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan  
j) Mengantisipasi isu lingkungan global. 
Bab II Paragraf 9 mengenai Peraturan Perundang-undangan 
Berbasis Lingkungan Hidup, pasal 5 menyatakan : 
“Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat 
nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang ini”. 
 
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
Dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan lingkungan hidup atau 
dalam upaya pembangunan berkelanjutan, “perencanaan tata ruang 
berwawasan lingkungan” berfungsi sebagai “alat keterpaduan 
pembangunan wilayah.12 
Mempertegas di bagian menimbang poin (a) “bahwa ruang wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara 
kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang 
meliputi ruang darat, ruang laut, dan udara, termasuk ruang di dalam 
bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan 
pengelolahannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna 
dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, sehingga kualitas 
ruang  wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi 
terwujudnya kesejahtraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan 
landasan konstutisional Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945”. 
 
Kemudian pada Bab I pasal 1 menyatakan bahwa : 
                                                          
12 A.M Yunus Wahid,  Pengantar Hukum Tata Ruang, Prenadamedia Group, jakarta, 2014, hlm 45. 
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1) Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 
budi daya. Ayat (20) 
2) Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 
sumber daya alam dan sumber daya buatan. Ayat (21)  
3) Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Ayat 
(22) 
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kehutanan 
Pasal 46, Menyatakan bahwa : 
“Penyelenggaraan perlindungan Hutan dan konservasi alam bertujuan 
menjaga hutan, kawasan konservasi, dan fungsi produksi, tercapai 
secara optimal dan lestari”. 
 
Pasal 47, Menyatakan bahwa Perlindungan hutan dan kawasan hutan 
merupakan usaha untuk  : 
a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan 
hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 
kebakaran, dan daya daya alam, hama serta penyakit; dan 
b. Mempertahankan dan menjaga hak hak Negara, masyarakat, dan 
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta 
perangkat yang berhubungan dengan pegelolaan hutan. 
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Gua bisa terdapat di cagar alam, suaka margasatwa atau arial 
konservasi lainnya. Adapun peraturan peraturan yang mengatur tentang 
pengelolaan gua antara lain : 
a. Untuk melindungi kekayaan alam Indonesia, presiden dalam hal ini, 
menteri kehutanan berkuasa untuk menunjuk suatu kawasan 
sebagai suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa), setelah 
mendapat rekomendasi dari Gubernur daerah yang bersangkutan 
b. Ketentuan ketentuan yang berlaku terhadap cagar alam lebih 
mengikat dan lebih ketat daripada ketentuan yang berlaku untuk 
suaka margasatwa. 
c. Pada prinsipnya suaka margasatwa tertutup untuk umum kecuali 
dengan izin pejabat yang berwenang dengan memperhatikan 
ketentuan yang berlaku di dalamnya. Di dalam cagar alam dilarang 
membawa suatu perubahan dalam keadaan tanah, flora, fauna dan 
ekosistem lainnya. Sedangkan dalam suaka marga satwa silarang 
melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan dan 
merugikan pengelolaan satwa yang di lindungi di dalamnya. 
d. Pelanggaran ketentuan ketentuan ini dapat dikenakan sanksi 
hukum berupa hukuman pidana penjara atau denda yang sesuai 
dengan keadaan atau ketentuan yang berlaku 
e. Penguasaan terhadap suaka alam diurus oleh menteri kehutanan, 
sedangkan pengawasannya dijalankan oleh unit pelaksana teknis 
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balai/sub balai konservasi sumber daya alam yang berada atau 
yang membawahi daerah tersebut 
f. Untuk tujuan ilmu pengetahuan di dalam suaka alam di 
perbolehkan mengumpulkan contoh specimen flora dan fauna atau 
bagian bagiannya, mengumpulkan hasil hutan, sesuai dengan yang 
tercantum dalam surat izin. 
g. Jika suatu daerah masih atau telah dalam proses penunjukan 
sebagai suaka margasatwa, di mana daerah tersebut terdapat areal 
terumbu karang, sarang burung dan kelelawar maka pemerintah 
dapat membebaskan daerah tersebut dari penguasaan eksploitasi. 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional pada Bab II, Bagian kedua, pasal (7), ayat 
(1), dikatakan bahwa Kebijakan dan strategi pengembangan 
kawasan lindung meliputi : 
a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan 
hidup; dan 
b. Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat 
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. 
Ayat (2) mengatakan bahwa : Strategi untuk pemeliharaan dan 
perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi; 
a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan 
ruang udara, termasuk ruang didalam bumi; 
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b. Mewujudkan kawasan yang berfungsi lindung dalam satu 
wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh 
persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi 
ekosistemnya; dan 
c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung 
yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, 
dalam rangka mewujudkan dan memelihara ekosistem wilayah. 
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 
2012 Bab II Pasal (3)  memperjelas tentang Status dan kriteria 
kawasan bentang alam karst yang berbunyi ;  
“Kawasan bentang alam karst merupakan kawasan lindung geologi 
sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.” 
 
Pasal (4) menjelaskan ; 
(1) Kawasan Bentang Alam Karst sebagaimana dimaksud dalam pasal 
(3) merupakan Kawasan Bentang Alam Karst yang menunjukan 
bentuk eksokarst dan endokarst tertentu. 
(2) Bentuk eksokarst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kawasan karst pada bagian permukaan. 
(3)  Bentuk endokarst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan karst yang beradah dibawah permukaan. 
(4) Bentuk eksokarst dan endokarst tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut : 
a. Memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan; 
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b. Memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu 
menjadi media meresapkan air permukaan kedalam tanah; 
c. Memiliki fungsi sebagai media penyimpanan air tanah secara 
tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya 
mencakupi fungsi hidrology; 
d. Memiliki mata air permanen; dan 
e. Memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai 
bawah tanah. 
(5) Bentuk eksokarst sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri 
atas : 
a. Mata air permanen; 
b. Bukit karst; 
c. Dolina; 
d. Uvala; 
e. Polje; dan/atau 
f. Telaga. 
(6) Bentuk endokarst sebagaimana yang diatur pada ayat (4) terdiri 
atas : 
a. Sungai bawah tanah; dan/atau 
b. Speleotem.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu wilayah atau 
tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat 
atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di 
Kabupaten Maros. 
B. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer, yaitu : data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari informasi 
yang berkaitan dengan judul skripsi. 
b. Data Sekunder, yaitu : Data yang diperoleh dari hasil kajian 
pustaka berupa buku-buku, bahan laporan, majalah serta bahan 
literatur lainnya yang didapatkan melalui berita internet dan materi 
pendidikan 
C. Populasi dan Sampel 
a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Jadi populasi sebenarnya bukan hanya orang 
tetapi juga objek atau subjek beserta karakteristik atau sifat-
sifatnya.  
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b. Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik tertentu yang 
diambil dari suatu populasi yang akan diteliti secara rinci. Sampel 
yang akan diambil dalam penelitian ini sesuai dengan metode 
yang berlaku sehingga betul-betul representatif 
D. Teknik Pengumpulan Data 
a. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu : Penelitian yang 
dilakukan penulis dilapangan dengan secara langsung meninjau 
objek yang berhubungan dengan penulisan ini disamping instansi-
instansi terkait dan juga mengadakan wawancara langsung 
terhadap mereka yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan 
kawasan karst ini; 
b. Penelitian Kepustakaan (library Research), yaitu : Penelitian yang 
dilakukan penulis dengan membaca literatur yang berhubungan 
dengan penulisan dan peraturan-peraturan lainnya, misalnya 
peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, Keputusan 
Menteri dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan masalah 
perlindungan Kawasan Karst. 
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E. Analisis Data 
Penulis dalam menganalisa data yang dipilih dari hasil penelitian 
menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu 
merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang 
deskriptif, yaitu ; apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 
atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah 
penelitian yang utuh, sepanjang hal itu sebagai suatu yang nyata. 
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BAB IV 
PENBAHASAN 
D. Gambaran Umum Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan 
4. Kondisi Geografis dan Batas Administrasi 
Secara umum luas wilayah Kabupaten Maros kurang lebih 1.612,12 
Km2 dan secara administrasi pemerintah terdiri dari 14 wilayah kecamatan 
dan 103 desa/kelurahan. Berdasarkan posisi dan letak geografis wilayah, 
Kabupaten Maros berada pada koordinat 4o45’-5o12’ Lintang Selatan dan 
119o25’-119o58’ Bujur Timur 13 . Batas administrasi wilayahnya sebagai 
berikut  
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajenne 
Kepulauan; 
 Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone; 
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan 
Kabupaten Gowa; dan 
 Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar 
5. Luas Wilayah 
Luas wilayah Kabupaten Maros berdasarkan hasil perhitungan dengan 
menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 edisi I tahun 
1991 yang diterbitkan Bakosurtanal dan Peta administrasi BPN Maros 
yaitu kurang lebih 213.188,69 Ha. Sedangkan menurut BPS Kabupaten 
                                                          
13 Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032. 2012. Dinas Tata Ruang dan Perumahan 
Kab.Maros. hal.4 
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Maros 2009 luas wilayah Kabupaten Maros tercatat 1.619,12 Km2, 
meliputi 14 Kecamatan14. 
6. Kondisi Kawasan Karst 
Kawasan Karst di Kabupaten Maros tersebar cukup luas pada bagian 
tengah, timur laut daerah Kabupaten Maros yang meliputi Kecamatan 
Bontoa, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, Kecamatan 
Tanralili, Kecamatan Mallawa, dan Kecamatan Camba. Ciri khas pada 
satuan moorfollogi ini adalah kenampakan topografi berbukit-bukit karst 
dengan tekstur sangat kasar dengan batuan gamping sebagai batuan 
penyusunnya15. 
E. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Dalam Upaya 
perlindungan Karst di Kabupaten Maros 
Sebagai hukum fungsional, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (UUPLH) menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, 
yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Di antara ketiga 
bentuk penegakan hukum tersedia, penegakan hukum administrasi 
dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting, hal ini karena 
penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah 
terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.16 
Kemudian sebagai tindak lanjut dari penjabaran UUPLH, Pemerintah 
Kabupaten Maros melakukan upaya-upaya perlindungan Kawasan Karst. 
                                                          
14 Ibid. hal.5 
15 Ibid. hal 12 
16 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Di IndonesiaI, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 
92. 
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Hal ini ditandai dengan terbitnya beberapa produk hukum guna 
mendukung upaya perlindungan kawasan karst, antara lain Peraturan 
Daerah Nomor. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten 
Maros Tahun 2012-2023. 
Dalam perda tersebut menempatkan kawasan karst maros sebagai  
kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam; kawasan cagar budaya 
dan ilmu pengetahuan; kawasan lindung geologi; serta kawasan bentang 
alam. 
Melihat posisinya, Kawasan Karst Maros hendaknya dipandang 
sebagai suatu kesatuan ekosistem yang mempunyai kaitan erat dengan 
kawasan yang lain maupun dengan komponen-komponen lingkungan 
seperti : siklus hidrologi dan iklim (komponen fisik/kimia), flora dan fauna 
(komponen hayati), serta pengaruhnya terhadap sosial, ekonomi dan 
budaya masyarakat setempat (komponen sosekbud). Dengan demikian 
pengelolaan Kawasan Karst Maros harus diarahkan pada sasaran 
tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia 
dengan kawasan tersebut; tercapainya kelestarian fungsi kawasan karst; 
dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya kawasan karst secara 
bijaksana. Dalam hal ini perlu adanya keterpaduan di dalam pengelolaan 
kawasan Karst Maros dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan di 
sektor lain, termasuk para pelaku tambang yang beroperasi di Kawasan 
Karst Maros, agar dampak lingkungan yang terjadi dari kegiatan-kegiatan 
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di sektor lain dapat memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan 
yang berwawasan lingkungan. 
Dalam rangka mengatur kegiatan usaha pertambangan agar lebih 
terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan, Pemerintah 
Kabupaten Maros menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros 
Nomor 10 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral 
Dan Batubara. Pada perda tersebut diatur mengenai perizinan usaha 
tambang, pengawasan hingga mengenai sanksi administrasi. Berikut 
uraian lebih lanjut mengenai penegakan hukum admnistrasi Kawasan 
Karst Maros. 
1. Pengawasan 
Pengawasan terhadap kawasan karst Maros di lakukan oleh Bupati 
dengan berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri. Dalam hal 
pengawasan, Bupati melimpahkan kewenangan kepada dinas dan 
instansi terkait dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah 
Kabupaten Maros yang kemudian disingkat BLHD Kabupaten Maros.17  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Syamsul Rijal Selaku 
KASUBAG Pengendalian BLHD Maros, berkaitan dengan kawasan 
Karst Maros, BLHD melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan 
izin tambang yang dilakukan satu kali dalam setahun, karna 
menurutnya potensi terbesar penyebab kerusakan kawasan karst 
adalah aktifitas tambang. Adapun aktifitas pengawasan yang dilakukan 
                                                          
17 Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha 
Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 168. 
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BLHD adalah: pengawasan teknis pertambangan, pengawasan 
pemasaran hasil tambang, pengawasan pengelolaan data mineral dan 
batubara, Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara, 
Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan 
pascatambang, Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, 
serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun, serta Pengawasan 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. 
Dalam hal pengawasan aktifitas pertambangan yang dilakukan 
BLHD, dilakukan oleh seorang pejabat Inspektur Pertambangan. 
Ditambahkan oleh bapak Syamsul Rijal bahwa dalam menjalankan 
fungsinya, BLHD masih kewalahan dalam hal pengawasan aktifitas 
tambang, karena BLHD Maros hanya mempunyai satu orang inspektur 
pertambangan. 
Dalam upaya perlindungan kawasan karst maros, pemerintah juga 
melakukan penyuluhan sebagai langkah preventif. Penyuluhan 
dilakukan guna meminimalisir aktifitas warga sekitar kawasan karst 
yang berpotensi menimbulakan dampak negatif terhadap kawasan 
karst. 
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, penulis masih saja 
menemukan aktifitas penambangan batu kapur ilegal yang dilakukan 
oleh warga di beberapa titik. Dari hasil wawancara dengan salah satu 
warga penambang batu kapur, penambangan ilegal terpaksa 
dilakukannya karna kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme 
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pengurusan izin tambang rakyat, serta masih adanya kecenderungan 
berfikir bahwa membutuhkan biaya yang besar apabila ingin 
mendapatkan izin penambangan. Melihat kondisi tersebut penulis 
berharap agar penyuluhan tentang kawasan karst lebih digiatkan lagi. 
Menurut Bapak Syamsul Rijal, pengawasan terhadap aktifitas 
tambang liar masih belum optimal mengingat bahwa bentang kawasan 
karst maros sangat luas, ditambah aparat pengawas yang masih 
minim. 
Selain pengawasan yang dilakukan oleh internal pemerintah 
kabupaten maros, pengawasan terhadap perlindungan kawasan karst 
maros juga melibatkan lsm dalam hal ini Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sul-Sel dan 
Pemerhati Karst kab. Maros. 
Hasil wawancara dengan Direktur WALHI Sul-Sel Asmar Exwar 
mengatakan, Kawasan karst yang masuk dalam zona perlindungan 
Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung tersebut memiliki luas areal 
43.750 Ha. Sebagiannya adalah kawasan karst yang merupakan 
kawasan hutan serta area penggunanaan lain. Sayangnya, Kawasan 
karst yang terkenal dengan sebutan Rammang-rammang ini diambang 
kehancuran. Kawasan ini telah lama diexploitasi baik untuk keperluan 
penambangan marmer maupun sebagai bahan baku industry semen. 
Menurutnya, Dampak serius dari exploitasi karst telah mengakibatkan 
kerusakan yang permanen di sejumlah wilayah. Kerusakan permanen 
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itu tercipta karena karst merupakan material yang tidak dapat 
diperbaharui. Sehingga jika rusak, akan berdampak menyeluruh. Salah 
satu dampak buruk dari kerusakan akibat exlpoitasi ini adalah sistem 
tata air yang terpengaruh. Beberapa wilayah di kabupaten Maros, 
salah satunya adalah kecamatan Bontoa setiap tahun mengalami 
kekeringan. 
Ditambahkan lagi oleh Asmar Exwar, Meski dalam kenyataannya, 
exploitasi karst mempengaruhi lingkungan, pemerintah tetap saja 
menambah izin untuk pertambangan di kawasan karst. Hingga 2015, 
terdapat sebanyak 33 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di 
Kabupaten Maros, 6 diantaranya adalah tambang batubara. Jenis 
tambang yang paling banyak adalah tambang marmer dan batu 
gamping dan itu berada di kawasan karst. 
WALHI Sul-Sel menilai, pemerintah tidak memiliki alasan lagi untuk 
memberikan izin-izin baru terhadap perusahaan tambang. Jika terus 
ditambah, artinya memperparah kerusakan yang sudah ada. 
Pemerintah Kabupaten Maros memang berencana memberi izin 
pembangunan pabrik semen baru di kawasan karst. Adalah Anhui 
Conch Cement Ltd, perusahaan asal China yang sudah mengantongi 
izin explorasi dan kini tengah dalam proses pengajuan Amdal. Conch 
dalam pengerjaannya akan dikendalikan oleh PT Conch Maros South 
Sulawesi Mineral. Perusahaan ini sebelumnya telah membuka 
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pertambangan semen di wilayah Tabalong Kalimantan Selatan dan 
berniat menancapkan bisnis di Sulawesi Selatan. 
Asmar Exwar menyatakan, PT Conch tidak seharusnya expansi 
dan menambah kerusakan di Sulsel. “Pemerintah harus tegas 
mengeluarkan izin baru pertambangan karst, kalau memang peduli 
dengan karst,” katanya. Wilayah izin usaha pertambangan yang akan 
dikelola PT Conch terletak di kecamatan Simbang dan Tompobulu. 
Wilayah ini memiliki kawasan karst yang sangat baik dan masih 
terjaga. 
Komitmen pemerintah dalam hal ini memang sangat dibutuhkan. 
Masyarakat disana menyebut karst sebagai “paku bumi” karena fungsi 
tata air yang menunjang kehidupan mereka. Keberadaan karst dan 
masyarakat Simbang tidak bisa dipisahkan. 
Olehnya itu, WALHI menilai saat ini adalah moment yang tepat bagi 
pemerintah daerah baik dilevel kabupaten maupun provinsi untuk 
komitmen menjaga karst dengan menerbitkan regulasi perlindungan 
kawasan esensial. WALHI juga mendesak kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLH-K) untuk segera mengeluarkan peraturan 
pemerintah tentang kawasan esensial khususnya perlindungan 
kawasan ekologi penting karst. 
Ditambahkan lagi, bahwa Kementerian ESDM juga seharusnya 
lebih focus pada pemantauan perizinan bermasalah serta sungguh-
sungguh memberlakukan moratorium izin pertambangan baru. Apalagi 
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dalam catatan kehutanan dan minerba oleh KPK dan 12 kementerian 
pada bulan Agustus 2015, menyebutkan bahwa dari 414 IUP di 
Sulawesi Selatan, 27 IUP telah dicabut perizinannya. 12 IUP itu 
diantaranya berada di kabupaten Maros. Ini memberikan indikasi kuat 
bahwa seharusnya penataan pertambangan dan perlindungan 
lingkungan hidup harus lebih diprioritaskan di provinsi ini, bukan justru 
menambah izin usaha pertambangan baru. 
Penolakan masyarakat terhadap rencana exploitasi kawasan karst 
bukan hanya sekali dua kali disuarakan. Tapi, seperti tidak punya 
telinga, pemerintah tetap mendukung dan memberikan izin kepada 
perusahaan-perusahaan tambang baru untuk beroperasi. 
2. Penegakan sanksi administrasi 
Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi 
administrasi disebabkan kondisi bahwa penegakan hukum administrasi 
mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan 
penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan 
lingkungan hidup. Melalui sanksi administasi dimaksudkan agar 
perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi 
merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif 
non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran 
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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Dalam hal ini, penegakan sanksi administrasi di kabupan maros 
khususnya dalam bidang pertambangan, setelah diberlakukannya 
UUPEMDA No.23 tahun 2014 yang mengatur tentang urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi 
dan kabupaten, kota. Menarik kewenangan pemerintah kabupaten kota  
dalam hal urusan perisinan dan penegakan sanksi administratif 
khususnya dalam bidang pertambangan yang selanjutnya dilimpahkan 
ke pemerintah provinsi. 
Seperti yang dikemukakan Bapak Syamsul Rijal Selaku KASUBAG 
Pengendalian BLHD Maros, menyatakan bahwa pemerintah 
kabupaten maros tidak memiliki kewenangan dalam hal penegakan 
sanksi administratif  terhadap pelanggar yang berkaitan dengan 
pertambangan, semua telah menjadi urusan provinsi.  
Ditambahkan juga, peraturan ini memiliki kekurangan dalam hal 
pnegakan karena semakin bertambah panjangnya alur administratsi 
untuk meneggakan sanksi administratifnya, meskipun dalam hal ini 
pemerintah provinsi memiliki pengawas pertambangan namun yang 
paling dekat objek jelas pemerintah kabupaten.  
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F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Lingkungan Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Kawasan 
Karst di Kabupaten Maros. 
Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 
mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 
netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-
faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: Pertama, 
faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja; 
Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum; Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang 
mendukung penegakan hukum; Keempat, faktor masyarakat, yakni 
lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan Kelima, 
faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.18 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 
daripada efektivitas penegakan hukum.19  
1. Faktor Hukum 
2. Faktor Penegak Hukum 
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum 
4. Faktor Masyarakat 
                                                          
18 A.M. Yunus Wahid dkk, Penegakan Hukum Lingkungan Di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan 
Hutan Lindung Di Kabupaten Sinjai), Hasanuddin Law Review: Makassar, 2015, hlm. 71. 
19 Ibid. 
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5. Faktor Kebudayaan 
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administrasi dalam upaya 
perlindungan Kawasan Karst di Kabupaten Maros. 
Dalam hal penegakan hukum lingkungan administrasi dalam upaya 
perlindungan Kawasan Karst di Kabupaten Maros, faktor hukum yakni 
ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
perlindungan kawasan karst, menjadi faktor yang penting, hal ini 
disebabkan karena suatu kawasan karst dikatakan memperoleh 
perlindungan apabila telah di atur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Pengukuhan perlindungan kawasan karst maros ditetapkan zonasi 
kawasan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Maros Tahun 2012-2023. 
Dalam perda tersebut menempatkan kawasan karst maros sebagai  
kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam; kawasan cagar budaya 
dan ilmu pengetahuan; kawasan lindung geologi; serta kawasan bentang 
alam.  
Melihat fakta bahwa kawasat karst merupakan bentang alam yang 
peka terhadap perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas 
pertambangan di kawasan karst serta dalam rangka mengatur kegiatan 
usaha pertambangan agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta 
berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Maros menerbitkan Peraturan 
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Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pada perda tersebut diatur 
mengenai perizinan usaha tambang, pengawasan hingga mengenai 
sanksi administrasi. 
Namun ketersedian peraturan perundang-undangan tersebut tidak di 
imbangi dengan ketersedian aparat penegak hukum serta sarana atau 
fasilitas yang menunjang penegakan hukum terhadap kawasan karst 
maros. 
Menurut hasil penelitian penulis, BLHD sebagai salah satu instansi 
pemberi izin serta sebagai pengawas aktifitas pertambangan masih 
menemui beberapa kendala terutama pada jumlah personil, di tambah 
kurang lengkapnya fasiltas pendukung, seperti laboratorium terakredtasi, 
kendaraan oprasional dan tenaga ahli dalam bidang since dan ekologi. 
Di lain hal Kawasan Karst Maros hendaknya dipandang sebagai suatu 
kesatuan ekosistem yang mempunyai kaitan erat dengan kawasan yang 
lain maupun dengan komponen-komponen lingkungan seperti : siklus 
hidrologi dan iklim (komponen fisik/kimia), flora dan fauna (komponen 
hayati), serta pengaruhnya terhadap sosial, ekonomi dan budaya 
masyarakat setempat (komponen sosekbud). 
Melihat berbagai fungsi kawasan kars maros sebagai kesatuan 
ekositem yang menjadi penunjang bagi kehidupan masyarakat sekitar 
kawasan, Perlindungan kawasan karst di kabupaten maros haruslah 
dilakukan secara holistik tanpa memisahkan fungsi komponen-komponen 
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lingkungannya demi mencegah potensi ancaman yang dapat timbul dari 
kerusakan kawasan karst. 
Bahkan potensi ancaman yang lebih mengerikan adalah 
keberlangsungan hidup manusia di sekitarnya yang sedikit banyak 
berinteraksi dengan kawasan karst. Mereka yang terkena dampak paling 
besar adalah masyarakat yang memanfaatkan jasa lingkungan kawasan 
karst khususnya sungai bawah tanah. Berapa total kerugian ekonomi yang 
harus ditanggung oleh masyarakat yang sebagian hidupnya tergantung 
dari sumber-sumber air bawah tanah yang mengalir dari goa-goa di 
kawasan ini? Berapa luas sawah padi yang akan berkurang 
produktivitasnya karena berkurangnya dan atau hilangnya pasokan 
sumber pengairan dari sungai bawah tanah. Berapa kerugian yang harus 
diderita oleh petambak dan peternak di sekitar kawasan karst akibat 
hilangnya sumber pengairan bagi usaha mereka. Kelangkaan sumberdaya 
air bagi PDAM juga akan menjadi  imbasnya  yang tentu saja berpengaruh 
bagi warga kota Makassar yang mengaksesnya. Berapa banyaknya 
kerugian yang dialami petani karena hilangnya predator hama pertanian 
mereka akibat hilangnya kelelawar pemakan serangga yang hidup dalam 
goa. Dengan begitu fungsi ekologi kawasan karst yang tentu saja bernilai 
ekonomi sangat tinggi tidaklah suatu hal yang dibesar-besarkan. 
Perlindungan kawasan karst secara menyeluruh sepatutnya disadari 
bukan hanya oleh aparat penegak hukum, namun juga masyarakat 
setempat. Kesadasan masyarakat akan pentingnya perlindungan kawasan 
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karst dapat dilihat di Desa Tompobulu. Berbagai macam aktivitas yang 
dilakukan oleh masyarakat di sana selalu disertai dengan penanaman 
pohon, seperti pernikahan dan kenaikan jenjang pendidikan. Aturan 
tersebut dibuat dan dijalankan oleh seluruh masyarakat Desa Tompobulu. 
Namun penulis masih menjumpai penambangan batu kapur serta 
marmer tradisional yang dilakukan oleh masyarakat di desa simbang. 
Menjadi ironi karena desa simbang merupakan kawasan areal 
persawahan yang potensial. Menurut hasil wawancara penulis dengan 
salah satu warga penambang, mayoritas warga yang menjadi penambang 
adalah juga merupakan petani pemilik sawah, namun aktifitas tambang 
dilakukan karena hasil dari sawah tidak cukup untuk kebutuhan 
keluarganya. 
Penulis kemudian berkesimpulan bahwa, berbeda dengan warga 
desa tompobulu yang letaknya jauh dari pusat kabupaten maros, akses 
kendaraan yang sangat buruk, serat belum adanya listrik, menyebabkan 
masyarakat desa tompobulu jauh dari pengaruh globalisasi. Sedangkan 
masyarakat desa simbang yang letaknya yang dekat dengan pusat 
Kabupaten Maros serta merupakan jalan poros antar kabupaten membuat 
masyarakat di sana rentan terhadap pengaruh globalisasi. Akibatnya 
perilaku konsumtif masyarakat desa simbang cenderung meningkat 
sebaga efek dari pengaruh globalisasi. Hal ini menyebabkan kebutuhan 
keluarga menjadi meningkat dan menjadikan aktfitas tambang sebagai 
jalan keluar terhadap kebutuhannya. 
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Etnis Bugis-Makassar yang menganut agama Islam merupakan 
bagian besar dari penduduk yang menghuni kawasan karst maros. 
Kabupaten Maros merupakan daerah peralihan antara wilayah etnis Bugis 
dengan wilayah etnis Makassar, sehingga masyarakat yang berada di 
wilayah tersebut umumnya mampu berbahasa Bugis dan Makassar. Pada 
beberapa kecamatan di Kabupaten Maros, terdapat komunitas yang 
menggunakan bahasa Dentong dan bahasa Makassar berdialek Konjo.  
Sistem kepercayaan dan budaya masyarakat Maros, sangat dipengaruhi 
oleh nilai-nilai budaya Bugis-Makassar dan Islam. Nilai-nilai budaya yang 
berlaku masih dijunjung tinggi oleh masyarakat di wilayah tersebut.  
Masyarakat agraris pada umumnya mempunyai aktifitas rutin dalam hal 
pertanian, hal ini pun terjadi pada masyarakat yang menghuni sekitar 
kawasan kars maros, mulai dari persiapan lahan, penanaman dan panen. 
Semangat gotong royong dalam pembuatan atau perbaikan saluran air, 
jalan desa dan ritual budaya masih terpelihara dengan baik. Masyarakat 
mengadakan tudang sipulung (duduk Bersama) untuk menentukan musim 
panen bersama aparat desa. Seperti masyarakat bugis-makassar, 
disanapun dilaksanakan kegiatan Mappadendang sebagai ucapan rasa 
syukur yang dilaksanakan setelah musim panen padi. Disamping itu, 
dikenal berbagai budaya lokal yang terkait dengan sistem kepemilikan 
(sanra, teseng, dan pewarisan) dan perkawinan yang berkaitan dengan 
budaya agraris. 
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Sebagai masyarakat agraris, mereka menyadari betul bahwa 
kawasan karst merupakan sumber air untuk segala aktifitas mereka. 
Secara eksplisit kebiasaan pesta panen merupakan wujud dari rasa terima 
kasih mereka terhadap kawasan karst sebagai penyedia air untuk mereka. 
“keakraban” masyarakat setempat dengan kawasan karst terasa sangat 
kental. Shingga konsekuensi dari hubungan ini, mereka dengan sadar 
melindungi kawasan karst. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian yang telah Penulis bahas diatas, sehngga penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penegakan hukum lingkungan admnistratif dalam upaya 
perlindungan kawasan karst kabupaten maros meliputi 
pengawasan serta pemberian sanksi administratif. Pengawasan 
serta pemberian sanksi administrasi terhadap kawasan karst 
Maros di lakukan oleh Bupati dengan berkoordinasi dengan 
Gubernur dan Menteri. Dalam hal pengawasan, Bupati 
melimpahkan kewenangan kepada dinas dan instansi terkait 
dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Maros 
yang kemudian disingkat BLHD Kabupaten Maros. 
2. Dalam hal penegakan hukum lingkungan administrasi, terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 
lingkungan administarsi dalam upaya perlindungan Kawasan Karst 
di Kabupaten Maros, yakni : Faktor hukum, Faktor Penegak 
Hukum, Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung 
Penegakan hukum, Faktor Masyarakat serta Faktor Kebudayaan. 
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B. SARAN 
Melihat berbagai fungsi kawasan kars maros sebagai kesatuan 
ekositem yang menjadi penunjang bagi kehidupan masyarakat sekitar 
kawasan, penulis kemudian meyarankan: 
1. Seyogyanya pemerintah beserta pihak yang terkait perlindungan 
karst membuat suatu Peraturan khusus tentang perlindungan karst 
yang bersifat holistik tanpa memisahkan fungsi komponen-
komponen lingkungannya. 
2. Mengingat bentangan kawasan karst yang luas, seyogyanya 
pemerintah memperhatikan kuantitas serta kualitas tenaga 
pengawas yang berkaitan dengan aktivitas penambangan kawasan 
karst Maros. 
3. Upaya serta kesadaran terhadap perlindungan kawasan karst yang 
dilakukan oleh pemuda di beberapa tempat di sekitar kawasan 
karst Maros seyogyanya diberi motivasi serta pengarahan agar 
upaya yang demikian dapat menyebar luas demi mencegah potensi 
ancaman yang dapat timbul dari kerusakan kawasan karst. 
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